







A. Latar Belakang 
Kesehatan merupakan unsur utama bagi kehidupan untuk 
menunjang aktivitas seseorang, oleh sebab itu perlu diwujudkan dengan 
berbagai upaya kesehatan, salah satunya melalui upaya penanggulangan 
HIV/AIDS (Human Immunodeficiency Virus dan Acquired Immune 
Deficiency Syndrome). Saat ini terjadi kecenderungan peningkatan yang 
signifikan penderita HIV/AIDS dan penyebarannya yang semakin meluas, 
sehingga dapat mengancam derajad kesehatan masyarakat dan 
kelangsungan kehidupan manusia. HIV atau Human Immunodeficiency 
Virus adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia, 
sedangkan AIDS atau Acquired Immune Deficiency Syndrome adalah 
sindrom kekebalan tubuh oleh infeksi HIV. Perjalanan penyakit ini lambat 
dan gejala-gejala AIDS rata-rata baru timbul 10 tahun sesudah terjadinya 
infeksi, bahkan dapat lebih lama lagi. Virus masuk kedalam tubuh manusia 
terutama melalui perantara darah, semen dan secret vagina. Sebagian besar 
(75%) penularan terjadi melalui hubungan seksual.  
Dalam rangka mewujudkan good governance di Indonesia maka 
perlu dikembangkan penyelenggaraan pelayanan publik yang mencirikan 





Karakteristik tersebut seperti efisiensi, transparansi, akuntabilitas, 
responsibilitas dan responsivitas dapat diterjemahkan secara relatif mudah 
dalam penyelenggaraan pelayanan publik (Agus Dwiyanto, 2005:147). 
Salah satu fokus penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia yaitu 
adalah kesehatan, dimana saat ini tengah terjadi ancaman kesehatan yang 
secara tidak disadari HIV/AIDS ibarat bom waktu akan menghancurkan 
kita semua. Pelan, namun pasti virus HIV/AIDS menyebar dan menghabisi 
kaum muda di dunia termasuk di Indonesia. Badan PBB yang mengurus 
HIV/AIDS (UNAIDS) melaporkan 67% kasus baru HIV/AIDS di negara 
berkembang merupakan kaum muda atau remaja (kelompok usia 15-24 
tahun).  
Berdasarkan data Kementrian kesehatan RI terjadi laju peningkatan 
kasus baru HIV yang semakin cepat. Di Indonesia, HIV/AIDS pertama 
kali ditemukan di Provinsi Bali pada tahun 1987. Hingga saat ini HIV 
AIDS sudah menyebar di 386 Kabupaten atau kota di seluruh Provinsi di 
Indonesia. Berikut ini ditampilkan situasi HIV/AIDS yang bersumber dari 






Gambar 1.1 Data Jumlah Kasus Baru HIV/AIDS di Indonesia. 
Dari tabel diatas, memperlihatkan adanya kecenderungan 
peningkatan jumlah kasus HIV dari tahun ke tahun sejak pertama kali 
dilaporkan (tahun 1987). Sebaliknya jumlah kasus AIDS menunjukkan 
kecenderungan meningkat secara lambat bahkan sejak tahun 2012 jumlah 
kasus AIDS mulai turun. Jumlah kumulatif penderita HIV dari tahun 1987 
sampai September 2014 sebanyak 150.296 orang, sedangkan total 
kumulatif kasus AIDS sebanyak 55.799 orang. 
Sumber: Data HIV dan AIDS KPA Provinsi Jawa Tengah per-Maret 2016. 
Gambar 1.2 Sepuluh Provinsi di Indonesia dengan kumulatif kasus HIV/AIDS terbanyak 





Menurut data Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Provinsi Jawa 
Tengah kasus HIV/AIDS di Provinsi Jawa Tengah sendiri memasuki 
peringkat 5 (lima) dari 10 (sepuluh) Provinsi di Indonesia dengan 
kumulatif kasus HIV/AIDS terbanyak sampai dengan 31 September 2015 
yaitu kasus HIV 12.267 dan yang sudah terkena AIDS 5.042. Estimasi 
Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Nasional untuk Jawa Tengah tahun 
2012 adalah 47.514 orang (tercapai 28,6%) yaitu dengan jumlah 14.158 
dengan kasus HIV 7.653, kasus AIDS 6.515 dan meninggal 1.266. 
Sedangkan kumulatif kasus HIV/AIDS dari tahun 1993 sampai dengan 
Maret 2016 yaitu kasus HIV 7.653, yang sudah terkena AIDS 6.515 kasus, 
dan dinyatakan meninggal karena HIV/AIDS 14.158 orang. Dari data 
Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Provinsi Jawa Tengah distribusi 
kasus AIDS lebih banyak diderita oleh jenis kelamin laki-laki sebesar 
61,45%, sedangkan perempuan 31,55%. Rata-rata usia dari penderita 
HIV/AIDS adalah usia produktif yaitu 30-34 tahun.  
Sumber : Data HIV dan AIDS KPAD Kabupaten Karanganyar per-Maret 2016. 
 
Gambar 1.3  Kabupaten Karanganyar masuk 6 besar kasus HIV/AIDS yang dilaporkan 






Di Kabupaten Karanganyar sendiri tidak luput dari situasi epidemi 
HIV/AIDS, penemuan kasus baru pada empat bulan terakhir (Periode 
Januari–April 2016) didapatkan kasus sebanyak 46 orang yang terdiri dari 
HIV sebanyak 29 orang sedangkan AIDS sebanyak 17 orang. Untuk itu 
perlu penanganan dan memutuskan rantai penularan serta penyebaran 
kasus HIV/AIDS di wilayah Kabupaten Karanganyar. Kabupaten 
Karanganyar sendiri adalah salah satu Kabupaten yang masuk ke dalam 
kasus kumulatif HIV/AIDS yang dilaporkan 15 besar Kabupaten atau Kota 
di Jawa Tengah tahun 1993 sampai dengan Maret 2016, dan  naik menjadi 
nomor 6 terbanyak di wilayah karisidenan Surakarta setelah Kabupaten 
Klaten kasus kumulatif HIV/AIDS dari 15 besar Kabupaten/Kota di Jawa 
Tengah periode Januari-Maret 2016. 
Menurut data dari Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) 
Kabupaten Karanganyar jumlah total kumulatif  dari Januari-Desember 
2015 yaitu  627 kasus HIV/AIDS yang terdata dari Komisi 
Penanggulangan AIDS Kabupaten Karanganyar dan Komisi 
Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Surakarta (warga Karanganyar) adalah 
sebanyak 331 kasus HIV dan 296 kasus AIDS. Data dari Dinas Kesehatan 
Kabupaten Karanganyar (DKK) pada tahun 2013 jumlah kasus 42 orang 
dengan kasus HIV 30 orang dan AIDS 12 orang, tahun 2014 jumlah kasus 
68 orang dengan kasus HIV 40 orang dan AIDS 28 orang, tahun 2015 
jumlah kasus 84 orang dengan kasus HIV 45 orang dan AIDS 39 orang. 





Karanganyar (DKK) dari tahun 2000 sampai dengan Desember 2015 
adalah 331 kasus dengan Orang Dengan  HIV/AIDS (ODHA) yang sudah 
meninggal adalah 76 orang.  
Kemudian juga diperoleh data dari Kelompok Dukungan Sebaya 
(KDS) Kadar Lawu update data Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA) 
sampai dengan bulan September 2015 adalah 470 orang yang masih hidup 
dan yang sudah mendapat pendampingan sebanyak 354 orang. Proporsisi 
penderita HIV/AIDS berdasarkan faktor risiko tinggi (risti) adalah 
transmisi seks (heteroseksual) mencapai 88%, penularan melalui Pengguna 
Narkoba Suntik mencapai (Panasun) 6%, melalui Lelaki Seks dengan 
Lelaki atau Men who have Sex with Men (homoseksual) sebanyak 3%, 
melalui perinatal sebanyak 2% dan melalui tatto 1%. Sedangkan proporsisi 
penderita HIV/AIDS berdasarkan klasifikasi yaitu HIV sebesar 60%, 
AIDS sebesar 38% dan TB-HIV 2%. Proporsisi penderita berdasarkan 
jenis kelamin yaitu laki-laki sebesar 47% sedangkan perempuan 53%, 
sehingga antara laik-laki dan perempuan memiliki resiko yang hampir 
sama. Sedangkan penderita yang sudah meinggal sebanyak 76 orang.  
Saat ini di masyarakat Kabupaten Karanganyar mengalami 
kecenderungan peningkatan yang signifikan penderita HIV/AIDS dan 
penyebarannya yang semakin meluas, sehingga dapat mengancam derajad 
kesehatan masyarakat dan kelangsungan kehidupan masyarakat di 





Dr. Cucuk Heru Kusumo, M.Kes selaku Kepala Dinas Kesehatan 
Kabupaten Karanganyar (DKK) bahwa: 
“Ancaman penyakit ini di depan mata dengan melihat progres temuannya 
yang cukup signifikan. Dibutuhkan penyiapan anggaran sejak awal dan 
menyusun formula penanggulangan, mengingat tidak semua orang paham 
HIVAIDS”. (Timlo.net) 
Dari hasil pra survey yang dilakukan peneliti kepada masyarakat di 
Kabupaten Karanganyar yaitu kepada seorang kapster salah satu salon di 
Karanganyar yang mengatakan bahwa penularan HIV/AIDS itu bukan 
hanya berasal dari darah, air susu ibu dan cairan kelamin, melainkan juga 
dari air liur Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA). Kemudian juga dari salah 
satu pedagang kaki lima di alun-alun Kabupaten Karanganyar, pedagang 
tersebut ketika ditanya terkait penyakit HIV/AIDS, pedagang tersebut 
menjawab tidak mengetahui apa itu penyakit HIV/AIDS. Dari pra survey 
ini peneliti menemukan bahwa masih kurangnya pengetahuan dan edukasi 
masyarakat umum terkait masalah HIV/AIDS.  
Selanjutnya dari hasil wawancara pra survey dengan Drs. Djatmiko, 
MM selaku sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kabupaten 
Karanganyar bahwa: 
“Setiap dinas selalu memberikan laporan kegiatan kepada KPA, seperti 
Disdikpora memberikan laporan kegiatan tentang sosialiasasi di sekolah-
sekolah, tetapi ketika di survey secara langsung oleh KPA ternyata 
kegiatan tersebut masih belum berjalan dengan baik sesuai dengan laporan 
yang diberikan”. 
Selanjutnya menurut Sekretaris Program Kerja dan Monev Komisi 
Penanggulangan AIDS (KPA) Karanganyar, Sukamto, SKM: 
“Setiap triwulan sekali diadakan kegiatan rapat koordinasi untuk SKPD 





selalu berbeda, sehingga setiap ada pertemuan selalu mengulang kembali 
materi yang lalu dan materi yang diberikan mentah kembali”. 
Ditambahkan kembali oleh Nining Kurniawati, SE sebagai salah 
satu Pokja Sekretariat Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Karanganyar 
juga, bahwa: 
“Ketika SKPD terkait diundang dalam kegiatan rapat rutin triwulan, dari 
semua yang diundang hanya separuh yang hadir dalam rapat, sehingga 
dalam rapat tidak pernah full peserta rapatnya. Kemudian ketika diadakan 
pelatihan untuk guru BP SMP se-Kabupaten Karanganyar, dari sekian 
banyak sekolah, yang hadir dalam pelatihan tidak sampai 50 orang”. 
Kemudian diperkuat kembali oleh Fatkul Munir, SKM. M.Kes 
sebagai Kepala Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan 
Lingkungan (P2PL) dari Dinas Kesehatan Karanganyar (DKK) bahwa: 
“Masih kurangnya edukasi SKPD terkait dalam masalah HIV/AIDS, dan 
SKPD terkait belum memahami betul tugas, pokok dan fungsinya yang 
sudah jelas tercantum didalam Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar 
Nomor 22 tahun 2015 tentang penanggulangan HIV/AIDS. Sehingga tugas 
yang seharusnya porsi dari Dinas terkait, dilimpahkan kembali ke Dinas 
Kesehatan Karanganyar karena Dinas Kesehatan Karanganyar dianggap 
sebagai Liding Sector dan juga sebagai dinas yang menangani tentang 
kesehatan di Kabupaten Karanganyar”. 
Berkaitan dengan hasil pra survey diatas, ditemukan indikasi 
kurangnya respon dari Pemerintah Kabupaten Karanganyar terhadap 
penanggulangan HIV/AIDS, maka perlu dibuka akses publik terhadap 
informasi yang berkaitan dengan HIV/AIDS sehingga memungkinkan isu 
tersebut menjadi isu kesehatan masyarakat yang perlu ditangani dan 
dihadapi bersama-sama.  
Responsivitas sebagai salah satu karakteristik good governance 
sangat diperlukan dalam pelayanan publik, salah satunya juga dalam 





merupakan bukti kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan 
masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan serta 
mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan 
kebutuhan dan aspirasi masyarakat (Dilulio dalam Agus Dwiyanto, 
2002:62). Dengan demikian birokrasi publik dapat dikatakan bertanggung 
jawab jika mereka dinilai mempunyai responsivitas yang tinggi terhadap 
apa yang menjadi permasalahan publik, seperti saat ini terjadi 
permasalahan HIV/AIDS yang mulai meningkat kasusnya secara 
signifikan di Kabupaten Karanganyar. 
Melalui penyelenggaraan pelayanan publik, pemerintah, warga 
sipil, dan para stakeholder melakukan interaksi secara intensif sehingga 
apabila pemerintah dapat memperbaiki kualitas pelayanan publik, maka 
manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat dan para 
stakeholder. Oleh karena itu, penyedia layanan harus bersikap responsif 
sehingga mampu memberikan pelayanan sesuai dengan keinginan dan 
kebutuhan msyarakat. Responsivitas pemerintah sebagai salah satu 
perwujudan good governance harus mencakup seluruh kepentingan publik 
termasuk penanggulangan HIV/AIDS. Setiap individu dalam segala 
lapisan masyarakat berhak mendapatkan perlindungan dari segala macam 
isu kesehatan yang dapat mengancam hidup dari masyarakat, sebagaimana 
telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 22 





penanganan dan memutuskan rantai penularan serta penyebaran kasus 
HIV/AIDS di wilayah Kabupaten Karanganyar. 
Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas, peneliti tertarik 
untuk melakukan penelitian mengenai “Responsivitas Pemerintah Daerah 
Kabupaten Karanganyar Dalam Penanggulangan HIV/AIDS”. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan 
permasalahan sebagai berikut. 
1. Bagaimana responsivitas pemerintah daerah kabupaten Karanganyar 
dalam penanggulangan HIV/AIDS? 
C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan pada judul serta rumusan masalah di atas, maka tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk mengetahui responsivitas Pemerintah Daerah 
Kabupaten Karanganyar dalam penanggulangan HIV/AIDS. 
D. Manfaat Penelitian 
Hasil penelitian ini diharapakan dapat memberikan manfaat sebagai 
berikut: 
1. Manfaat Teoritis 
a. Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai kontribusi 
pengembangan ilmu pengetahuan dan isu kesehatan masyarakat 






b. Sebagai bahan referensi untuk penelitian lebih lanjut yaitu bagi 
yang ingin meneliti mengenai penanggulangan HIV/AIDS. 
2. Manfaat Praktis 
a. Bagi Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kabupaten 
Karanganyar 
Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan untuk 
pedoman dalam penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten 
Karanganyar serta dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi 
Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Karanganyar agar dalam 
pelaksanaan penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten karanganyar 
lebih baik. 
b. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar 
Hasil penelitian ini diharapkan memberikan masukan kepada 
Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar agar lebih memberikan 
perhatian dalam penanggulangan HIV/AIDS dan kepada ODHA, 
sehingga dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dalam menangani 
masalah HIV/AIDS. 
 
 
